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BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679), pemerintah daerah
wajib menyusun Rencan Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) yang berpedoman pada arah kebijakan dan
sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada
Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Banyuwangi tentang Rencana  Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
2024 dengan menetapkannya dalam Peraturan
Bupati.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang
Pembentukan-Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 tahun 1965
Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4027);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesoa
Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 4833) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang; (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal; (Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan
Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto -
Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo -
Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan
Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 225);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka  Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer
Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);



32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Tahun 2011-2031;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 94);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun
2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Banyuwangi tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
2012 Nomor);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor
9/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6
Tahun 2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
2021-2026;



43. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

10.

Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
DPRD Kabupaten Banyuwangi;

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama Tahun 2005-
2025;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama Tahun 2021-
2026;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode selama Tahun 2021-2026;

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun;

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

RKPD Tahun 2024 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2024.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Banyuwangi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada
Tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024.



Pasal 3

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 yang berisi
program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi maupun dengan dukungan pembiayaan dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.

Pasal 4
(1) RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai

berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN
DAERAH

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

BAB VII : PENUTUP

(2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai:

1. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja SKPD);

2. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menyusun
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten
Banyuwangi Tahun Anggaran 2024.

Pasal 6

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 angka 2:

1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan RKPD Tahun 2024
sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan
Plafon Anggaran dengan DPRD;

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi menggunakan RKPD Tahun 2024 dalam melakukan
pembahasan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA-SKPD).



BAB III
PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI BANYUWANGI,
Ttd.
[PUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS
Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023 NOMOR 24



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 25 TAHUN 2023
TENTANG :  PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 24
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2022



BAB VII

PENUTUP

Dengan tersusunya RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 ini
diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang rancangan
kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023, selain itu RKPD dipergunakan sebagai
pedoman :

a. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023,

b. Penyusunan Kebiajakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Priorotas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun
2023;

c. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2023;

d. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

e. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan
pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar tingkat pemerintah.

RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 ini, diharapkan mampu
mewujudkan cita-cita pembangunan Kabupaten Banyuwangi yakni “Akselerasi
Pemulihan Ekonomi Inklusif Berbasis Digitalisasi, Infrastruktur Tematik,
Harmoni dan Pengembangan SDM”.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun
2023, apabila terjadi adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan
atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka
ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan,
maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RKPD Perubahan
dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD
Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui BAPPEDA Provinsi paling lambat 7
(tujuh) hari setelah ditetapkan.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi media komunikasi secara
berkelanjutan antara semua pelaku pembangunan dan sebagai media evaluasi
pelaksanaan pembangunan dan sebagai media evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan supaya tetap sesuai dengan rencana.

BUPATI BANYUWANG],
Ttd.
IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS
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